KEPALA DESA WADUK
KECAMATAN TAKERAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA WADUK
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
UNTUK PENURUNAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WADUK,

bahwa berdasar ketentuan Pasal 5 Ayat 1 huruf d Peraturan Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7
Tahun 2023 bahwa Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas
nasional sesuai kewenangan Desa salah satunya digunakan untuk
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk penurunan beban
pengeluaran masyarakat miskin.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 Untuk
penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara 5495);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014



Menetapkan

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424 );

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usuk dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

10.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1012);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah
Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);

12.Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan;

13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat
Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2019 Nomor 64);

14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
(Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 65);

15.Peraturan Desa Waduk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Waduk Tahun 2024 ( Lembaran Desa
Waduk Tahun 2022 Nomor 5);

16.Peraturan Kepala Desa Waduk Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Waduk Tahun
2024 ( Lembaran Desa Waduk Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA WADUK TENTANG DAFTAR PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA UNTUK
PENURUNAN BEBAN PENGELUARAN MASYARAKAT MISKIN TAHUN
2024



Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Daerah adalah Kabupaten MAGETAN.

Kecamatan adalah Kecamatan Takeran

Desa adalah Desa Waduk

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan
diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.



18.

19.

20.

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
dan wabah penyakit.

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona
Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian
uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana
desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana
kerja Pemerintah Desa.

(1)

(2)

3)

(4)
(5)
(6)
(7)

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk
kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:

a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
b. Jaring pengaman sosial di Desa.

Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa
merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata
menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan
kartu pra-kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis.

Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;

Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai
(cashless) setiap bulan.

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per
orang sebanyak 12 (Dua Belas Orang) orang tiap bulannya selama 12 bulan, mulai bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Desa Waduk.



Diundangkan di Waduk
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DESA WADUK

ttd

DIAN SETIAWAN

Berita Desa Waduk Tahun 2024 Nomor 1

Ditetapkan di Waduk
pada tanggal 8 Januari 2024

KEPALA DESA WADUK

ttd

SLAMET SUBEKTI




Lampiran Peraturan Kepala Desa Waduk

Nomor
Tanggal

: 1 Tahun 2024
: 8 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DD)
DESA WADUK KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2024
TERMASUK PEKKA KRITERIA BLT
1 = petani pemilik lahan 1 = Masuk DTKS belum dapat JPS
2 = petani penggarap/penyewa (Tidak termasuk penerima PKH,
3=buruhtani Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,
4 = nelayan pemilik perahu Bansos Tunai, dan Program ;
5 = nelayan penyewa perahu B P ' tah L g Memenuhi
6 = buruh nelayan einsos emerintah Lainnya) Syarat/
7 = buruh pabrik 2 = Belum terdata DTKS .
No Nama NIK Alamat 8 = guru sekolah umum 3 = Kehilangan mata pencaharian Tidak KET.
9 = guru agama 4 = Punya penyakit Memenubhi
10 = pedagang barang kronis/menahun Syarat
11 = pedagang makanan 5 = Keluarga Miskin/tidak mampu
12:- PRT (Pembantu Rumah Tangga) yang berdomisili di Desa tdk
13= Pemulung punya NIK/KK
14 = Buruh Bangunan
99= lainnya
1 | MAHMUDI 3520041607620001 | Desa Waduk RT 01 RW 01 1 4 MS
2 | KATINEM 3520044107320062 | Desa Waduk RT 01 RW 01 1 4 MS
3 | MINGAN 3520040107520074 | Desa Waduk RT 02RW 01 1 4 MS
4 | SADEMI 3520044107540060 | Desa Waduk RT 03 RW 01 1 4 MS
5 | SRI FATHONAH 3520044711830002 | Desa Waduk RT 04 RW 01 3 2 MS
6 | SUKRAM 3520046008740002 | Desa Waduk RT 05 RW 02 3 2 MS
7 | MARMI 3520046403630002 | Desa Waduk RT 06 RW 02 99 4 MS
8 | RACHMA SYIFAU LAILY | 3520045212120001 | Desa Waduk RT 07 RW 02 99 4 MS
9 | RONIWIDYASTUTI 3520046103850001 | Desa Waduk RT 08 RW 02 99 1 MS
10 | AMIN SETIAWAN 3520042401850002 | Desa Waduk RT 09 RW 02 99 4 MS
11 | MURYANI 3520044709800001 | Desa Waduk RT 10 RW 02 99 2 MS
12 | TOYIB 3520040107530057 | Desa Waduk RT 11 RW 02 1 4 MS
JUMLAH KPM BLT DD 12
KEPALA DESA WADUK
ttd

SLAMET SUBEKTI




